BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi jiwa pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik,
yaitu sebuah perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak yang disebut sebagal penanggung dan
tertanggung. Seorang tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar
premi asuransi dan penanggung berkewajiban memberikan pembayaran
klaim ketika jangka waktu asuransi jiwa berakhir atau tertanggung
meninggal dunia. Pihak yang akan mendapat pembayaran klaim saat
tertanggung meninggal dunia disebut sebagai penikmat atau ahli waris
tertanggung yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Dalam kasus S.K
Johny dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, ahli waris tertanggung
merupakan pihak akhir yang menjadi penikmat, sehingga ahli waris
tertanggung dapat dikategorikan sebagai konsumen. Selayaknya konsumen
pada umumnya, ahli waris tertanggung juga memiliki hak-hak yang harus
dilindungi terkhusus dalam hal menerima pembayaran klaim asuransi jiwa.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi penanggung untuk menolak

pengajuan klaim asuransi jiwa tanpa sebab yang dapat diterima, apabila

FAKULTAS HUKUM UNDIP



hal tersebut terjadi maka ahli waris sebagai konsumen dapat menuntut
hak-haknya kepada penanggung.

. Ahli waris tertanggung yang ingin mengajukan pembayaran klaim harus
melengkapi persyaratan terlebih dahulu, setelah seluruh persyaratan
dipenuhi maka penanggung wajib memenuhi klaim asuransi yang telah
diajukan.  Apabila 'penanggung menolak pengajuan klaim tanpa
memberikan alasan yang dapat diterima, maka penanggung dapat
dikatakan tidak memenuhi perjanjian atau disebut sebagai wanprestasi.
Akibat hukum tidak dipenuhinya perjanjian asuransi jiwa tersebut dengan
sendirinya telah merugikan tertanggung maupun ahli waris selaku
penikmat. Ahli waris tertanggung telah dirugikan dalam pemanfaatan polis
yang merupakan haknya, karena pihak tertanggung telah meninggal dunia,
maka ahli waris lah yang menentukan penyelesaian sengketa yang akan
dilakukan. Penyelesaian sengketa dalam asuransi jiwa dapat dilakukan
dengan beberapa cara yaitu melalui jalur diluar pengadilan melalui
lembaga-lembaga yang dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, seperti
mediasi melalui BMAI ataupun arbitrase melalui BANI. Apabila sengketa
tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara tersebut, maka dapat dilakukan
penyelesaian melalui pengadilan. Mengenai penanggung yang melanggar
berbagai ketentuan dalam asuransi, dapat dikenakan sanksi administatif
maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
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B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang ada, saran dalam penulisan hukum ini adalah:
1. Untuk melindungi ahli waris tertanggung, terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan, antara lain :

a. Penanggung harus memberikan alasan yang jelas dan mengacu pada
peraturan yang ada memberikan penolakan terhadap klaim asuransi
jiwa yang diajukan oleh ahli waris tertanggung

b. Ahli waris tertanggung atau penikmat harus memahami berbagai hal
mengenai pengajuan klaim dan hal-hal’ lainnya terkait penolakan
klaim asuransi jiwa

c. Pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang mengatur dengan
jelas dan lebih terperinci mengenai perlindungan bagi ahli waris
tertanggung dalam asuransi jiwa

2. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya
perjanjian asuransi jiwa, ahli waris tertanggung dapat melakukan
pengaduan kepada pihak penanggung. Apabila pengaduan tidak
menyelesaikan permasalahan, maka ahli waris harus memilih penyelesaian
sengketa dengan jalur di luar pengadilan terlebih dahulu. Ketika jalur
tersebut tidak menimbulkan titik  terang, hendaknya ahli waris

menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan.
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